ASPEK HUKUM ADMINISTRASI
DALAM HUKUM MEREK

HENRY SOEGENG, S.H., M. Hum., MBA.



Aspek Hukum Administrasi
Di Dalam Hukum Merek

ISBN : 978-602-14714-6-3

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Diterbitkan :

UBAYA PRESS

Jalan Ngagel Jaya Selatan 169 Surabaya
Telp. 031-298103%

editor : Aloysius Jondar
Layout & Cover : Leonard Hanny K. Noweng

Cetakan pertama September 2015



ASPEK HUKUM ADMINISTRASI
DI DALAM HUKUM MEREK

Henry Soegeng, S. H., M. Hum.

Penerbit : Universitas Surabaya



DAFTAR ISI

Kata Pengantar
BABI
Hukum Merek dan Hukum Administrasi Indonesia
Pendahuluan
Ilmu Hukum Sebagai Disiplin yang Bersifat Sui Generis
Konsep Negara Hukum
Hukum Merek
Hukum Administrasi

BAB 11
Aspek Hukum Administrasi Dalam Hukum Merek
Ruang Lingkup Hukum Administrasi
Hukum Administrasi Umum
Hukum Administrasi di Dalam Hukum Merek
Penerbitan Sertifikat Merek dan Peranan
Pemerintah di Dalamnya
Proses Penerbitan Sertifikat Merek
Peranan Pemerintah Dalam
Penerbitan Sertifikat Merek

BAB 111
Karakteristik Sertifikat Merek Sebagai Keputusan
Tata Usaha Negara

Karakteristik KTUN

Sertifikat Merek Sebagai KTUN

Karakteristik Merek Sebagai Sertifikat KTUN

Daftar Pustaka

20
32
42

51

51

56

59
60

69

74
75
86

88



Kata Pengantar

Buku yang diberi judul, “Aspek Hukum Administrasi dalam Hukum
Merek” membahas masalah sistem perlindungan hukumnya. Saat ini,
Indonesia menggunakan sistem yang dinamakan stelsel konstitutif yang
didasarkan pada first to file system. Karena di Indonesia menggunakan
sistem yang dinamakan first fo file system, maka keberadaan bukti
adanya hak merek menjadi sangat penting. Terbukti, Direktorat Jenderal
memberikan Sertifikat Merek sebagai bukti adanya hak atas /merek.
Karena keberadaan Sertifikat Merek tersebut sangat penting, maka
pemahaman mengenai karakteristik dari Sertifikat Merek sangat penting,

terutama dari perspektif hukum administrasi.

Materi yang disajikan dalam buku ini tidak terlalu banyak topik
pembahasannya. Hanya ada 3 topik pembahasan. Disajikan dengan
sederhana dengan tujuan, untuk memudahkan pembaca dalam
memahami isinya. Materi yang dibahas antara lain :1. Bab I. Hukum
Merek dan Hukum Administrasi Indonesia; 2. Bab I. Aspek Hukum
Administrasi dalam Hukum Merek; 3. Karakteristik Sertifikat Merek

sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Buku ini dipersembahkan bagi mahasiswa Fakuitas Hukum
dan pemerhati masalah hukum merek khususnya mahasiswa yang

mendapatkan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kajian
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teori hukum merek ini diterbitkan dengan tujuan, untuk memberikan
kemudahan kepada mahasiswa dalam memahami dan memperdalam
ilmunya selain yang diperoleh lewat perkuliahan. Kalau mahasiswa hanya
mengandalkan kemampuan mendengarkan dari penjelasan dosen ketika
kuliah sesewaktu mungkin bisa lupa. Tetapi kalau dilengkapi dengan
literatur yang tersistematis seperti yang ada didalam buku ini mahasiswa
menjadi semakin diperkaya lagi. Karena itu, dengan adanya buku ini,
mahasiswa bisa mempertajam kajian soal hukum merek. Karena teori-
teori yang ada didalam buku ini bisa dipelajari secara berulang-ulang.
Tetapi tidak berarti tidak ada kekuarangannya. Tentunya saran dan kritik
dari pembaca dalam menyempurnakan buku ini menjadi harapan besar
bagi penulis.

Penulis.



BAB1

HUKUM MEREK DAN HUKUM ADMINISTRASI

INDONESIA

1. Pendahuluan
Dahulu, Aristoteles mengeluarkan suatu filsafat yang berbunyi
the energy of the mind is the essence of life /, yang dapat diterjemahkan
secara bebas menjadi “tenaga pemikiran adalah inti dari kehidupan”.
Di sini dapat dilihat seberapa besar seorang Aristoteies menghargai
pemikiran seorang manusia. Bahkan ia yang dikenal sebagai salah satu
filsuf terbesar sepanjang masa itu menyetarakan keberadaan pemikiran

manusia tersebut dengan hidup manusia itu sendiri.

Hal tersebut di atas sangat dapat dimaklumi, karena Tuhan
memberikan akal, rasa, karsa, dan budi kepada manusia untuk

membedakan manusia dari seluruh makhluk ciptaan-Nya yang lain.

Dari sinilah diperoleh dasar pemikiran perlunyasuatuperlindungan
atas hasii karya manusia yang didasarkan atas akal, rasa, dan karsa, yakni

perlindungan atas hak kekayaan intelektual. OK. Saldm dalam bukunya?*

! Aristoteles, dikutip dari website dengan alamat www.brainyquote.
com/quotes/authors/a/aristotle_6html. Dibuka pada tanggel 29 Maret 2010

2QK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual
Property Rights} , Ed. Revisl. Rajawali Pers. Jakarta, 2007, h. 8.
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ASPEK HUKUM ADMINISTRASI
DALAM HUKUM MEREK

Buku vang diberi judul, “Aspek Hukum Administeasi dalam
Hukum Merek™ ditulis dengan harapan dapat menambah literatur
dunia keilmuan bagi mahasiswa yang mgin menckuni bidang
hukum merek. Selpin sebagar salah satu acuan pengembangan
keilmuan mabasiswa di kampus juga bagi pemerhati masalah
hukum merek. Dijadikan acuan bagi mahasiswa supaya mahasiswa
mendapat pembekalan pengetahuan soal hukum merek.

Buku ini juga sangat berguna bagi mereka vang ingin mendalami
soal pengembangan bisnis yang berkaian dengan masalah hukum
maupun masalah aturan dalam membuka usaha bisnis, Bagi maha-
siswa yang akan terjun dalam dunia hukum bispis sangal mem-
hantu memberikan wawasan dan pengetahuan schelum mereka
bekerja jika sudah menyelesaikan kuliah.

Setelah membaca, buku int diharapkan bisa mempertajam pengeta-
huan dan analisis mahasiswa dalam hal hukum merek. Karena itu,
buku i perlu dibaca oleh mahasiswa fakultas hukum di Indonesia
khususnya di fakultas hukim Ubaya. Lebth kKhoususnya lagi, maha-
stswa yang mengambil mata kuliah Hukum Administrast Negara,
sebagai buku wajib imtuk dibaca oleh muhusiswa,
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